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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengelolaan arsip yang otentik 

dan terpercaya diperlukan pedoman pengelolaan arsip 

dinamis yang sesuai dengan prinsip kaidah dan standar 

kearsipan serta merupakan bagian dari sistem 

penyelenggaraan kearsipan nasional; 

  b. bahwa Badan Kepegawaian Negara sebagai pencipta 

arsip bertanggung jawab mengelola arsip dinamis; 

  c. bahwa untuk melakukan pengelolaan arsip dinamis di 

Badan Kepegawaian Negara, diperlukan pengaturan 

pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1728); dan 

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional 

Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KPEEGAWAIAN NEGARA TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat 

BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 

diberi kewenangan melakukan pembinaan dan 

menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara 

secara nasional.  

2. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang 

selanjutnya disebut Kanreg BKN adalah instansi   Badan 

Kepegawaian Negara di daerah yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian 

Negara.  
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3. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara 

yang selanjutnya disebut Pusbangpeg ASN adalah unsur 

pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

BKN melalui Sekretaris Utama.  

4. Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian 

Kompetensi Pegawai ASN yang selanjutnya disebut UPT 

BKN adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BKN 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Deputi yang membidangi Sistem Informasi Kepegawaian 

melalui Kepala Kanreg BKN sesuai dengan wilayah kerja 

Kanreg BKN yang bersangkutan. 

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh Badan Kepegawaian Negara dalam rangka 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. 

6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu. 

7. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya 

tinggi dan/atau terus menerus. 

8. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya 

telah menurun. 

9. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan 

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional 

pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak 

tergantikan apabila rusak atau hilang. 

10. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta 

Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis 

retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah 

diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung 

oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. 

11. Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan 

keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara 

yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan 

keselamatannya  
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12. Unit Pengolah adalah satuan/unit kerja pada pencipta 

Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan 

penciptaan Arsip di lingkungannya. 

13. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan Arsip 

dengan cara pemindahan Arsip inaktif dari unit kerja ke 

UK, pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna, dan 

penyerahan Arsip statis ke Arsip Nasional Republik 

Indonesia. 

14. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian 

Arsip Dinamis secara efisien, efektif dan sistematis 

meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, 

serta penyusutan Arsip. 

 

Pasal 2 

(1) Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis dimaksudkan untuk 

mewujudkan keseragaman dan kelancaran pelaksanaan 

dan pengelolaan kegiatan kearsipan di lingkungan BKN. 

(2) Tujuan Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi: 

a. standardisasi dalam penerapan sistem kearsipan di 

seluruh unit kerja sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. kelancaran komunikasi kedinasan, baik di 

lingkungan internal maupun eksternal; 

c. keselamatan bahan-bahan bukti 

pertanggungjawaban nasional dan bernilai historis 

instansi; 

d. terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh 

unit kerja di lingkungan BKN; 

e. ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya 

sebagai alat bukti yang sah; 

f. penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem 

yang terpadu; dan 

g. terkelolanya Arsip Dinamis sesuai dengan kaidah-

kaidah kearsipan dan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Sasaran Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi: 
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a. tercapainya kesamaan pengertian, penafsiran, dan 

pemahaman dalam melakukan kegiatan pengelolaan 

Arsip Dinamis di lingkungan BKN; 

b. terwujudnya keterpaduan tindakan antara unit 

kearsipan dengan unit pengolah dalam melakukan 

pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan BKN; dan 

c. terwujudnya pengelolaan Arsip Dinamis secara 

efektif dan efisien di lingkungan BKN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3  

Pedoman pengelolaan Arsip Dinamis berasaskan pada: 

a. asas pengorganisasian; dan 

b. asas penyelenggaraan. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 

a. Pendahuluan; 

b. Organisasi Kearsipan; 

c. Pengelolaan Arsip Aktif; 

d. Pengelolaan Arsip Inaktif; 

e. Pengelolaan Arsip Vital; 

f. Pengelolaan Arsip Terjaga; 

g. Alih Media; dan 

h. Penyusutan Arsip. 

 

Pasal 5 

(1) Pedoman pengelolaan Arsip Dinamis digunakan sebagai 

panduan bagi Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di 

lingkungan BKN dalam melakukan kegiatan pengelolaan 

Arsip Dinamis. 

(2) Pengelolaan Arsip Dinamis pada Kantor Pusat BKN 

dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kearsipan 

pada Sekretaris Utama BKN. 

(3) Pengelolaan Arsip Dinamis pada Kanreg BKN dan 

Pusbangpeg ASN dilakukan oleh Bagian Tata Usaha. 
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(4) Pengelolaan Arsip Dinamis pada UPT dilakukan oleh 

Kepala UPT BKN. 

 

Pasal 6 

Rincian pedoman pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 7 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Januari 2022 

 

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BIMA HARIA WIBISANA 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 26 Januari 2022 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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